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Di era globalisasi seperti pada saat ini, perkembangan perekonomian di Indonesia 
telah berkembang dengan pesat ditambah semakin tingginya paham masyarakat 
Indonesia tentang pentingnya bermuamalah yang sesuai syariat Islam. 
Berdasarkan Fatwa DSN MUI bahwa dalam menentukan besarnya biaya 
penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tidak boleh berdasarkan pinjaman. 
Pada praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan menentukannya berdasarkan besarnya 
jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian. Pada pegadaian konvensional 
dan pegadaian syariah sebenarnya belum terjadi perbedaan yang sangat signifikan.  
 
Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah 
bagaimana praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai 
di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung danbagaimana 
penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang gadai 
berdasarkan perspektif hukum Islam 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan 
bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data dan uraian. Sedangkan 
analisis yang digunakan bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang 
diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Tujuan dan kegunaan 
penelitian ini adalah  untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penentuan biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sudai sesuai dengan hukum Islam, 
yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar 
jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada 
saat menentukan biayapenyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, sebagai cara 
untuk meminimalisir atau memperkecil resiko terdapatnya riba dalam praktik 




   
  
 




                     
           
                   
     
  
 Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 
dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 283) * 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 
judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu 
mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan judul “AnalisisHukum Islam 
Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai 
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan BandarLampung)”. 
Adapun uraian kata-kata tersebut sebagai berikut : 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
2
 
Hukumadalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang 








Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, 
melakukan) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.
5
 
                                                             
 2Susiadi, Metode Penelitian, (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
Bandarlampung, 2015), h.119. 
 
3
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandar Lampung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2014), h. 1. 
 
4
  Departemen Pendidikan dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
Edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1443. 
 
5
Ibid, h. 186. 
  
 
Pemeliharaanadalah proses, cara, perbuatan memelihara(kan);  penjagaan; 
perawatan.
6
 Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah uang yang 
dikeluarkan guna proses penjagaan sesuatu hal. 
Penyimpanan adalah menyimpan, mengemasi, membereskan.
7
 
Barang Gadai adalah barang yang dijadikan jaminan oleh kreditur kepada 
debitur. 
 Berpijak dari penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud judul ini adalah suatu kajian mengenai aspek hukum Islam dalam 
penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Akibat yang 
timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi 
nilai investasi tempat penyimpanan, perawatan, dan keseluruhan proses 
kegiatannya. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Karena semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis 
syariah. 
b. Karena dalam praktik pegadaian syariah penentuan biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jaminan. 
c. Karena dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
yang selanjutnya disingkat menjadi (DSN MUI) biaya penentuan 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan 
pinjaman. 
                                                             
 
6
Ibid, h. 1041. 
 
7




2. Alasan Subjektif 
a. Judul yang diambil erat relevansinya dengan jurusan Muamalah 
 sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini. 
b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok 
 permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya 
 sebagai judul skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah  
Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, 
mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai 
untuk menggadaikan harta benda yang mereka dimiliki. Hal ini dilakukan 
apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh 
kepentingan yang tidak bisa ditunda. Maka alternatif terakhir yang lakukan 
adalah menggadaikan harta benda  tersebut kepada perum pegadaian untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut.  
 Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan 
barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan menurut bahasa, gadai (rahn) 
yaitu penetapan dan penahanan.
8
 Secara umum Rahn dikategorikan sebagai 
akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rȃ hin) kepada 
penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu.
9
 Pegadaian 
mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang 
                                                             
 
8




 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160. 
  
 
dengan jaminan barang bergerak. Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian 
merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata 
memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang 
jaminan tertentu.
10
 Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. 
Bersamaan dengan itu pula, karena terdorong oleh semangat kebergamaan 
khususnya di Indonesia berkembanglah apa yang dinamakan dengan 
pegadaian syariah.Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang 
piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang 
menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. 
 Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa 
komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang 
berbau riba. Sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah 
dibentuklah pegadaian syariah..Berbagai ketentuan yang mengatur tentang 
gadai (Rahn) dalam syariat misalnya dalam Q.S Al-Baqarah (2): 283
11
 
                    
             
                   
     
”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 
                                                             
 10http://boniephoel.wordpress.com/2010/04/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/, diakses 
tanggal 3 Oktober 2017. 
 
11




sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena 
barang siapa menyembunyikannya, sungguh,hatinya kotor (berdosa). Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah(2): 283) 
Akad ijȃ rah merupakan konsep pemberian kredit yang utama dalam sistem 
pegadaian syariah.  Perkataan ijȃ rah berarti balasan atau ganjaran ke atas 
sesuatu pekerjaan. Dengan demikian ijȃ rah yang dikehendaki pegadaian 
syariah adalah biaya sewa dan perawatan terhadap barang yang digadai. 
 Yang menjadi pertanyaan besar peneliti adalah motif dikeluarkannya 
peraturan yang terkait dengan  pegadaian syariah itu seperti apa. Kalau 
misalnya kata syariah hanya untuk menarik pelanggan yang mayoritas 
muslim jelas ini sudah menyalahi ketentuan syariat Islam yang diturunkan 
oleh Allah.  
 Sesuai ketentuan Rahn berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 mengatakan bahwa terdapat lima point 
yang fundamental praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah 
satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sementara praktik pegadaian 
syariah pada hari ini besar biaya ijȃ rahtergantung pada besar kecilnya 
pinjaman yang diambil atas hasil analisis prediktor terhadap barang gadai.Jika 
dilihat dari segi tekstual, terlihat bahwa Pegadaian Syariah menentukan lebih 
besar dari apa yang ditentukan dalam Fatwa DSN, yaitu misalnya, A 
menggadaikan barang dengan jaminan sebesar Rp. 1.000.000 dan mendapat 
pinjaman Rp. 920.000, dalam Fatwa tidak boleh menentukan berdasarkan 
  
 
besar pinjaman yaitu Rp. 920.000 tersebut, sedangkankan jaminan yaitu Rp. 
1.000.000 yang artinya lebih besar dari apa yang ditentukan.  
 Berdasarkanlatar belakang masalah tersebut maka dipandang baik 
dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah 
judul Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan 
Dan Penyimpanan Barang Gadai.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang 
 gadai pada pegadaian syariah cab. Raden Intan Bandar Lampung? 
2. Bagaimanapenentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan terhadap 
 barang gadai dalam perspektif Hukum Islam?  
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apakah penentuan biaya pemeliharaan dan 
 penyimpanan yang berdasarkan jaminan diperbolehkan dalam Islam 
 atau tidak. 
b. Untuk mengetahui praktik Pegadaian Syariah terhadap Fatwa DSN 





2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis berguna sebagai bahan referensi dalam rangka 
 pengembangan Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan 
 Pegadaian Syariah. 
b. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi para 
 nasabah Pegadaian yang memanfaatkan jasa gadai. 
F. Metode Penelitian 
  Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar 
hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal 
sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti 
menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis 
menggunakan metode penelitian. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
  Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Field 
research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 
yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-
teori mengenai gadai dalam syariah dan perbandingan dengan konvensional 
yang terjadi pada pegadaian syariah cabang Raden Intan Bandarlampung. 
 Penelitian ini juga menggunakanlibrary research yaitu penelitian yang 





 penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, 
dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian di lapangan.
13
 
b. Sifat Penelitian 
 Penelitian ini bersifat desktiptif analisis. Yang dimaksud deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-
fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.
14
 
2. Sumber Data 
Penelitian ini memperoleh sumber data dari :  
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pegawai 
 pegadaian syariah Cab. Raden Intan Lampung baik dengan melakukan 




b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan 
 kepustakaan. Bahan-bahan sekunder yaitu meliputi Undang-undang, 
 hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen pribadi, data arsip 
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen uang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi.
17
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung yang 
berjumlah 100 orang. 
b. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam 10%-
15% dari populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang nasabah 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung dan 4 orang pegawai. 
Metode menentukan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive 
sampling yaitu salah satu bentuk teknik pengambilan sampel yang sering 
digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata purposive  berarti sengaja, 
artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 
pertimbangan tertentu. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu 
yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-
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4. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data diawali dengan diawali dengan kegiatan penelusuran 
peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif dari sistem hukum 
yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.
19
 
a. Wawancara   
 Wawancara yaitu percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan 
pada  suatu permasalahan tertentu. Dengan tujuan memperoleh informasi 
yang faktual. 
b. Penelaahan Data 
 Penelahaan data yang berkenaan dengan Rahn (Gadai) dengan 
menggunakan sumber-sumber, buku-buku, majalah, makalah-makalah dan 
sumber-sumber lain yang  berkaitan dengan judul proposal. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di 
atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang 
sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
 Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 
 cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.  
b. Penandaan Data (Coding) 
 Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 
 jenis sumber data (al-Quran, Hadits, dan buku-buku lainnya). 
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c. Rekontruksi Data (Recontructing) 
 Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan 
 dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
d. Sistematika Data (Sistematizing) 
 Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka  sistematika 
 bahasan berdasarkan urutan masalah.
20
 
6. Analisis Data 
 Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian 
kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif bersifat 
induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
dikembangkan menjadi hipotesis.
21
Setelah data-data terkumpul kemudian 
diolah secara sistematis sesuai dengansasaran permasalahan, sekaligus 
dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau 
lisan.Analisis deskriptif kualitatif inidipergunakan dengan cara mengurangi 
dan merinci kalimat-kalimat  yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 
pendekatan berfikir induktif dan deduktif.  
a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori  serta 
 peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus  dan 
 kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 
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 umum. Dalam hal ini fakta tentang ketentuan pelaksanaan biaya 
 administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan 
 BandarLampung. 
b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan  yang 
 umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus.Kaitan dengan 
 proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-
 data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil 
 suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran 
 atau kepastian. 








A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung 
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah 
 Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa PP/10 
menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah 
praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang 
dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai 
sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra 
Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah 
sesuaidengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa 
terdapat aspek yang menepis anggapan itu. 
 Berkat rahmat Allah SWT, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya 
disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai 
langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha 
syariah. layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. 
Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah  untuk 
mengimplementasikan prinsip “rahn” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) 
dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga 
Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam 
pengelolaan produk rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian 
telah membentuk divisiusaha syariah yang semula di bawah binaan usaha 
  
 
lain. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi 
modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselelaraskan 
dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan 
oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah sebagai satu unit organisasi di 
bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). Cabang Pegadaian 
Syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah 
pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. 
22
 
 Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit 
Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartikadi bulan Januari tahun 
2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar,  
Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 
2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di 
konversi menjadi Pegadaian Syariah. 
 Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada 
prinsip syariah memiliki karakteristik, seperti yidak memungut bunga dalam 
berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan 
sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk 
memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.  
       Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh 
perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di 
samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap 
hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. 
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hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari 
PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. 
Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk 
pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan 
berdasarkan hukum Pegadaian Syariah. 
       Sampai saat ini ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka 
Pegadaian Syariah. PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang 
tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini bekerjasama dengan 
Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai 
berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah.  
       Empat lainnya adalah perbankan syariah yang membuka kantor 
pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah dan Bank Jabar 
Syariah. bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. 
Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai 




2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cab. Raden 
 Intan 
       Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada PT. Pegadaian 
(Persero) secara umum didasarkan pada PP No. 103 tahun 2000 Bagian 
Ketiga Pasal 7 butirb tentang maksud dan tujuan PT. Pegadaian (Persero) 
yang berbunyi: “maksud dan tujuan perusahaan adalag menghindarkan 
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masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar 
lainnya.” Sedangkan landasan sya’ri berdasarkan pada: 
a. Al-Quran 
 Landasan syar’i yang diambil dari al-Quran yaitu: 
Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 283 
                    
             
                   
      
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah (2): 283)24 
 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
 Landasan hukum Syari dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah 
juga berdasar pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 
2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalikan barang 
sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
                                                             
 
24




1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang) sampai semua hutang rahin dilunasi. 
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rȃ hin. Pada prinsipnya, 
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rȃ hin, 
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.  
3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rȃ hin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan 
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rȃ hin. 
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan pinjaman. 
5) Penjualan marhun. 
a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkanrȃ hin untuk 
segera melunasi hutangnya. 
b) Apabila rȃ hin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 
dijual paksa (eksekusi). 
c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rȃ hin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban rȃ hin.25 
 Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung merupakan salah satu 
kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai 
                                                             
 
25
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: 
Erlangga, 2014), h. 739. 
  
 
lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi 
masyarakat Lampung. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung 
Berdirinya layanan gadai syariah Cabang Raden Intan Lampung berlokasi di 
wilayah Bandar Lampung, yang beralamat di jalan Wolter Monginsidi No. 
6E Bandar Lampung. 
 Keadaan geografisnya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat 
perekonomian di Bandar Lamoung. Terdapat mall-mall, kantor-kantor 
pemerintahan, bank-bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan didirikan pada tahun 2008
26
, pada 
awalnya kantor Pegadaian Syariah ini beralamat di jalan Raden Intan, 
dikarenakan habis masa kontrak bangunan, maka kantor Pegadaian Syariah 
ini pindah ke alamat yang sekarang, namun tetap menggunakan nama 
“Raden Intan” sebagai nama kantor cabangnya.  
 Bangunan kantor pegadaian syariah ini merupakan bangunan lantai dua, 
meskipun tidak begitu luas. Namun itu tidak menjadi batasan bagi 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung untuk mengoptimalkan 
kinerja dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun 
dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak Pegadaian Syariah tidak 
membatasi jenis jaminan barang yang dapat digadaikan dengan hanya 
sebatas emas/perhiasan atau barang kantor saja, tetapi juga menerima benda 
jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan. 
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 Dibukanya Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampungini dilatar 
belakangi beberapa faktor eksternal yaitu:  
a. Mayoritas masyarakat Lampung yang muslim. 
b. Untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 
c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya. 
d. Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan nasional. 
e. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah. 
Selain faktor-faktor tersebut di atas juga terdapat faktor internal Perum 
Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah dengan 
bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia sehingga terbentuknya 
layanan gadai syariah di Indonesia.  
3. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan 
 Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan 
maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan 
pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilaang 
oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak adapilihan lain bagi Pegadaian 
jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk 
muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan 
ini. 
 Layanan syariah secara umum mengamban  tugas pokok untuk melayani 
kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-
prinsip gadai yang dibenarkan secara syar‟i.  
  
 
a. Struktur Organisasi 
 Kantor Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dipimpin 
oleh Ibu Sri Winarti. Dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling 
melengkapi sehingga mendukung pengoprasian semua skim-skim Pegadaian 
Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir 
pengelola marhun dan kasir syariah. 
 Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar 
Lampung adalah sebagai berikut
27
: 






Sumber: Angga Radiantoro, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan 
Bandar Lampung 
 
 Manajer cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang 
bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan wilayah atas 
kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada di 
bawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan 
unit-unit pelayanan yang ada di bawahnya. 
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Manajer (Pimpinan Cabang) 










 Penaksir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang. Penaksir 
bertugas menaksir marhununtuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan 
taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
28
 
 Penyimpan, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang 
bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran dan 
kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan kebersihan 
barang titipan nasabah (rȃ hin) dan dokumen penting lain yang dititipkan 
kepadanya. 
 Kasir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang melakukan 
tugas penerimaan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor 
cabang. 
 Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan 
rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam 
selain menjaga keamanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan 
slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 orang yang merangkap sebagai 
pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi 2 sip siang 
dan malam. 
b. Budaya Organisasi 
 Dalam menjalankan organisasi perusahaan dan pelayanan kepada 
masyarakat PT. Pegadaian (Persero) menetapkan suatu budaya organisasi 
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yang wajib diaplikasikan bagi seluruh Pegadaian termasuk Pegadaian 
Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung. 
 Budaya tersebut tercermin pada simbol “STAF INTAN”. Staf intan 
merupakan kepanjangan dari: 
Sidik   : Benar dan jujur 
Tabligh   : Mengembangkan lingkungan 
Amanah   : Dapat dipercaya 
Fathonah  : Kompeten dan profesional 
Inovatif   : Penuh gagasan, kreatif, aktif, dan menyukai  
    tantangan. 
Nilai moral tinggi : Taqwa, berbudi luhur, aktif, dan menyukai   
    tantangan. 
Terampil  : Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, akurat. 
Adi layanan  : Sopan, ramah, simpatik dan berorientasi pada  
      kepuasan pelanggan. 
Nuansa citra  : Selalu berusaha mengembangkan diri.
29
 
Sepuluh perilaku utama insan pegadaian: 
1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif. 
2) Berorientasi pada solusi bisnis.. 
3) Taat beribadah 
4) Jujur dan berfikir positif 
5) Kompeten di bidang tugasnya 
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6) Selalu mengembangkan diri 
7) Peka dan cepat tanggap 
8) Empatik, santun, dan ramah 
9) Bangga sebagai insan pegadaian 
10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.  
 Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa 
Pegadaian Syariah. 
c. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung 
1) Visi Pegadaian 
  “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 
menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 
terbaik untuk masyarakat mengengah kebawah.” 
2) Misi Pegadaian 
a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 
 selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 
 menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
b) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang 
 memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian
 dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi 
 pilihan utama masyarakat. 
  
 
c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 
 masyarakat golongan mengengah kebawah dan melaksanakan 
 usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
 
4. Operasional Gadai Syariah Cab. Raden Intan 
a. Jenis Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung 




1) Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan 
barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun 
kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan 
Save Deposit Box(SDB). Persyaratan nasabah datang langsung dan 
membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi 
formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu 
sampai satu tahun dan dapat diperpanjang. 
2) Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui 
karatase dan kualitas harta perhiasan emas,  berlian dan batu permata, baik 
untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis dengan biaya yang relatif 
terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan membawa barang 
yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir 
permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh 
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juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi atas barang berharga 
yang telah diuji. 
 Produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar 
Lampung sampai dengan saat ini meliputi: 
1) Rahn (jasa gadai berprinsip syariah) 
 Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi 
masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan agunan berupa 
emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor. 
 Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran 
pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam. 
Rahn tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang 
diberikan. Rahn hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang 
dipungut dengan alasan marhun yang diserahkan rahin wajib disimpan, 
dirawat, dijaga, dan diasuransikan. 
 Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan 
meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang 
elektronik (laptop, TV, HP) dan kendaraan bermotor (mobil dan motor). 
Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan 
manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya 
kondisi masyarakat Bandar Lampung yang sering berinvestasi dalam bentuk 
emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syariah Cabang Raden 
Intan yang terbatas. 
  
 
 Cara memperoleh pinjaman rȃ hincukup mudah, hanya dengan membawa 
barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang 
jaminan (marhun) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya rȃ hin akan 
memperoleh uang pinjaman (marhun bih)  dari nilai taksiran. Atau dapat 
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:  
a) Rȃ hin (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan 
 Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna 
 peminjaman. 
b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan 
 melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta marhun (barang jaminan) 
 yang akan dijaminkan. 
c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran 
 pengisian FPP dan marhun yang dijaminkan. 
d) Rȃ hin menerima FPP sebagai bukti penyerahan marhun dari penaksir. 
e) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai 
 dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksisran 
 golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedang 
 untuk golongan B,C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua 
 atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman. 
f) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (marhun bih) yang dapat 
 diberikan kepada rȃ hin serta menentukan biaya administrasi dan 
 menginformasikan besarnya tarif jasa simpan. 
  
 
g) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip 
 untuk nomor marhun. 
h) Rȃ hin menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) 
i) Penaksir menyerahkan marhun yang telah dilipat kepada bagian gudang. 
j) Rȃ hin menerima sejumlah uang UP (marhun bih) dan SBR asli (1 
 lembar). 
k) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana. 
l) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan 
 mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh rȃ hin serta 
 menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (marhun bih) sesuai jumlah 
 yang tercantum dalam SBR. 
 Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan 
besarnya marhun (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang 
ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) 
untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun 
harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan dengan melakukan survei di dealer 
dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh 
pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan minimum tiga bulan sekali 
dan diusulkan ke kantor wilayah Lampung untuk mendapat penetapan. 
 Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari 
presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian  
berdasarkan Surat Edaran (SE). Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan 
  
 
kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara 
sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari marhun bih belum 
dapat dilunasi, rȃ hin dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 
120 hari berikutnya dengan membayar ijȃ rah dan biaya administrasi sesuai 
tarif yang berlaku. 
 Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar 
jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan 
dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, 
jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak 
nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil 
uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak 
mengambil uang tersebut, maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang 
kelebihan tersebut kepada Badaan Amil Zakat sebagai ZIS. 
1) Mulia 
 Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara 
tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel 
sampai 3 tahun. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman 
untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad mulia menggunakan akad 
murȃ bahah dan rahn. Murȃ bahah dapat didefinisikan sebagai jual beli 
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli. 
a) Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia 
1) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk: 
  
 
a) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji. 
b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan. 
c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan. 
2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga fortofolio aset nasabah. 
3) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal 
 kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan cashflow 
 keuangan bisnis nasabah dan lain-lain. 
4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 100gr, 
 250gr dan 1kg. 
b) Persyaratan Mulia 
 Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian CPS Raden Intan Bandar 
Lampung, yaitu: 
1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya. 
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia. 
3. Menyerahkan uang muka. 
4. Menandatangani akad Mulia. 
2) Arrum 
 Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha 
mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian 
secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. 
 Tujuan pembiayaan arrum disamping sebuah upaya diverivikasinya 
produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan 
  
 
pemberdayaan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan 
modal kerja atau investasi secara syariah. 
 Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian 
pinjaman dilakukan secara angsuran. 
a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman Arrum pada CPS Raden Intan 
adalah: 
1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun 
atau lebih. 
2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 
3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan: 
a. Surat Keterangan Usaha 
b. BPKB asli 
c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian 
b) Mekanisme pengajuan pinjaman 
 Mekanisme pengajuan pinjaman Arrum pada CPS Raden Intan adalah 
sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulis 
permintaan pinjaman (FPP). 
2. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha. 
3. Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan 
(barang jaminan). 
4. Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman. 
5. Nasabah menerima uang pinjaman. 
  
 
Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 
dan 36 bulan. 
c) Keuntungan Arrum 
1. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah (rȃ hin), 
 mobil/motor rȃ hin pun tetap menjadi milik rȃ hin dan rȃ hin tidak 
akan  mengalami kerugian selisih beli baru dan jual. 
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dan tarif kompetitif dan 
 ijȃ rah dihitung dari nilai taksiran. 
3. Barang jaminan (marhun) rȃ hin akan ditaksir secara cermat dan 
 akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena 
 nilai taksiran yang optimal. 
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa 
 angsuran. 
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi. 
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah Pengawasan 
 Dewan Syariah 
3) Arum Haji 
 Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang 
memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiyaan haji. 
a) Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu: 
1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. 
2. Fotocopy KTP. 
b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut: 
  
 
1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk 
 memperoleh nomor porsi haji. 
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian. 
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau. 
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada 
 saat lunas. 
4) Amanah 
 Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan  tetap 
maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor  dengan 
cara angsuran. Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan  amanah pada 
CPS Raden Intan adalah sebagai berikut: 
a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun. 
b) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun. 
c) Melampirkan kelengkapan: 
1. Fotocopy KTP. 
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 
3. Fotocopy name tag. (bagi pegawai tetap) 
4. Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai tetap + 
 legalisir. (bagi pegawai tetap) 
5. Copy NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta). (bagi pegawai tetap) 
6. Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir. (bagi pegawai tetap) 
7. Fotocopy surat keterangan usaha. (bagi pengusaha mikro) 
  
 
8. Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir. (bagi 
 pengusaha mikro) 
 Dengan uang muka minimum 20% untuk motor dan 25% untuk mobil, 
serta biaya proses pada saat akad, meliputi: 
1. Biaya administrasi dan kafalah, 
2. Biaya notaris, 
3. Asuransi kendaraan. 
5) Tabungan Emas 
 Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 
fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 
a) Cara membuka rekening tabungan emas pada Pegadaian Syariah Cabang 
Raden Intan adalah sebagai berikut: 
1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor). 
2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00  dan biaya  
  pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,00 per tahun (dapat  
  diperpanjang). 
3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai  
  Rp. 5.000,00. 
b) Keunggulan  
1. Pegadaian tabungan emas tersedia di Kantor Cabang seluruh 
 Indonesia. 
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gr). 
  
 
3. Layanan petugas yang profesional. 
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga fortofolio aset. 
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda. 
 Dengan banyaknya pilihan produk pada Pegadaian Syariah menjadi salah 
satu faktor utama masyarakat tertarik menjadi nasabah Pegadaian Syariah. 
c) Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Administrasi 
 Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan 
jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi 
pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan 
kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biata tenaga kerja serta 
rahin dijaminkan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu rahin 
dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesyai dengan nilai taksiran 
dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan 
dengan kebijakan penentuan golongan marhun. 
 Dalam biaya Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan 
pada: 
1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja 
serta rȃ hin dijaminkan pada perusahaan asuransi. 
2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu 
sendiri. 
3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan. 
d) Prosedur Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun 
  
 
Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara rȃ hin membayar pokok 
pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai 
dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. 
Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa 
menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar 
sekaligus.
31
 Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 
(seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, 
rȃ hin belum juga melunasi utangnya, maka rȃ hin dapat memperpanjang 
waktu peminjaman selama 4 bulan kedepan dengan membuat akad yang 
baru.   Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 
rȃ hin tidak mengambil marhun, maka pegadaian syariah akan melakukan 
pelelangan dan menjual barang gadai (marhun). Apabila nasabah telat 
membayar maka dikenakan denda biaya pemeliharaan, penyimpanan 
sebesar 15% dari taksiran yang disebut MDPL (Marhun Dalam Proses 
Lelang). 
 Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 
1. Nasabah (rȃ hin) membayar pokok pinjamam (marhun bih) di kantor 
 Pegadaian Syariah; 
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (marhun bih), barang 
 jaminan (marhun) yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada 
 nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan; 
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3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang 
 jaminan (marhun) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa 
 penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) 
 barang tersebut; 
4. Apabila harga barang jaminan (marhun) melebihi kewajiban nasabah 
 (rȃ hin) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika 
 penjualan marhun tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa 
 pinjaman, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk 
 melunasinya. 
B. Penerapan Ketentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang 
Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan  
 
Dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 
gadaiPegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan besar biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran 
barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (marhun bih).  
Pegadaian Syariah terdapat kebijakan diskon untuk biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang gadainya. Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem 
Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan pun 
sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat. Seluruh 
penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan.
32
Diskonbiaya 
pemeliharaan dan penyimpanan (ijȃ rah)  tersebut diberikan kepada nasabah 
karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai 
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ditaksir. Diskon tersebut by sistem dari kantor pusat, sehingga dalam jangka 
waktu kedepannyya dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. 
Contoh kasus: 
Afrian menggadaikan emas 2gr. Dan setelah dihitung ternyata harga 
cincin/nilaitaksiran tersebut sebesar: Rp. 1.000.000,00, kemudian Afrian 
mengambil pinjaman minimum sebesar Rp. 820.000,00. Maka berapakah biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan (ijȃ rah) barang gadainya? (Maksimal pinjaman 
yang dapat diberikan 92% dari nilai taksiran barang, berarti dapat pinjaman 





x 71 =  Rp. 7100/10 hari 
Biaya Afrian sebelum diskon adalah Rp. 7100 
Untuk menentukan diskon,= 
820.000
920.000
x 100=  89,13% =90% = 2% 
Karena diskonnya masuk dalam golongan 90% jadi diskonnya sebesar 2%, 
sehingga= Rp. 7100 x 2%= 142 (dibulatkan menjadi 200) 
Jadi tarif ijarah Afrian setelah diskon yaitu= Rp. 7200-200= Rp. 7000. 
Biaya jasa simpan barang gadai ditentukan oleh penaksir sesuai dengan sistem 
yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian.Golongan dan presentase yang 
menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai 
ditentukan berdasarkan SBU (Strategic Business Unite) Syariah pada Kantor 
Pusat PT. Pegadaian (Persero) dan dikaji oleh DSN MUI. Sebagaimana dalam 
Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 
  
 
2009 tentang penggolongan marhun, tarif ujroh, diskon ujroh dan biaya 
administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tangggal 8 
Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 
2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan penggolongan uang 




Diskon dari nilai pinjaman besar kecil presentasenya. Mekanisme gadai dalam 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, nasabah datang untuk 
menggadai barang, kemudian barang ditaksir, jika barang gadai berupa emas 
maka diletakkan dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh 
petugas penyimpan barang. Bagi barang gadai kendaraan setiap seminggu sekali 
di cek untuk dipanaskan. Pelunasan saat nasabah ingin menebus barang, proses 
cicilan nasabah harus membayar biaya cicilan, jasa simpan barang dan 
administrasi.  
Jika memperpanjang membayar jasa simpan dan administrasi. Saat awal 
menggadai, setelah ditaksir biaya barang gadai, kemudian dapat maksimal 
pinjaman, kemudian jasa simpan barangnya diberitahukan kapada nasabah, 
biaya jasa simpan tersebut dibayar saat penebusan atau perpanjangan barang 
gadai, pada awal menggadai nasabah hanya membayar biaya administrasi saja. 
Untuk barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu barang berharga, baik barang 
bergerak atau tidak bergerak. Untuk kendaraan seluruhnya ditahan seperti 
BPKB, SIM, STNK, pajak kendaraan harus hidup, dan sebagainya. Persyaratan 
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hanya identitas diri dan barang yang akan digadaikan, oleh karena itu semakin 
tingginya minat masyarakat untuk menggadai di Pegadaian Syariah karena 
prosesnya yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.
34
 
Seperti pada contoh seorang nasabah bernama bapak Danovan, sebagai rȃ hin. 
Pak Danovan menggadaikan 5gr emas pada tanggal 21 Desember 2017 dengan 
nilai taksiran barang Rp. 2.243.268,00. Karena uang taksiran tersebut merupakan 
maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan pengambilan uang 
pinjaman berdasarkan kebutuhan nasabah, jadi pak Danovan mengambil uang 
pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. Kemudian dikenakan biaya ujroh (jasa 
simpan/penitipan barang) sebesar Rp. 2.500 per 10 hari. Jadi pada praktek ini 
pembayaran bisa dibayar per bulan atau saat jatuh tempo, jatuh tempo atau 
perpanjangan masa gadai setiap 4 bulan. Misalnya nasabah ingin membayar saat 
jatuh tempo jadi pembayarannya Rp. 2.500,00 x 12 = Rp. 30.000,00, jika pada 
saat itu rȃ hin ingin mengambil barang gadainya maka rȃ hin membayar Rp. 
500.000,00 + (Rp. 2.500,00 x 12) = Rp. 530.000,00. 
35
 
Untuk penentuan minimal barang gadai itu di dilihat dari pasar setempat, jika 
pasar setempat barang tersebut tidak ada nilai ekonomisnya, maka itu tidak bisa. 
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A. Praktik Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai 
di Pegadaian Syariah Cabang Raden IntanBandar Lampung 
  
 Pada praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang 
gadai, Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan menentukannya berdasarkan 
besarnya jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian. Pegadaian Syariah 
Cabang Raden Intan Lampung menentukan besar biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa 
disebut berdasarkan jaminan barang gadai (marhun bih). Pegadaian Syariah 
terdapat diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya.  
Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan pun sistem diskonnya telah ditentukan 
oleh sistem dari Kantor Pusat yang ditentukan berdasarkan kebijakan pejabat 
Pegadaian. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan.
36
 
Diskon tersebut by sistem jadi tidak dapat ditaksir karena langsung dari pusat. 
Golongan yang menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (Strategic Business 
Unite) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero)
37
. Sebagaimana 
dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 
November 2009 tentang penggolongan marhun, tarif ujroh, diskon ujroh dan 
biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tangggal 
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8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 
Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan 
penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap 
taksiran nilai barang jaminan. 
Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan oleh 
penaksir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. 
Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa nasabah, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap adanya Pegadaian 
Syariah karena dianggap adanya perbedaan dengan Pegadaian Konvensional. 
Pada proses menggadaikan barang juga prosesnya cepat, praktis dan tidak 
berbelit-belit.  
Karena saat nasabah ingin menggadaikan suatu barang itu sangat mudah, 
yakni hanya dengan menunjukkan identitas diri (KTP) kemudian dengan 
membawa barang yang akan digadaikan, lalu kemudian penaksir akan 
menaksir barang tersebut dan nasabah pun akan segera mendapatkan uang 
pinjaman yang dibutuhkan. Pada proses akad juga sudah sesuai, dengan respon 
nasabah yang seluruhnya menyatakan bahwa proses akad pada Pegadaian 
Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini sudah sesuat dengan syariat Islam.      
 Namun, dalam penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang 
gadai, 75% nasabah masih kurang paham apakah Pegadaian Syariah Cabang 
Raden Intan ini sudah sesuai dengan syariat atau belum. Seperti yang dapat 
dilihat bahwa dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa tidak boleh 
menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan 
  
 
pinjaman, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini 
menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan 
jumlah jaminan yang diberikan, jika dilihat secara tekstual saja maka biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah lebih besar 
dari yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI. 
Setelah dilakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang 
Raden Intan Lampung, pada pegadaian syariah terdapat yang namanya diskon 
ujroh. Yaitu diskon yang diberikan kepada nasabah, namun diskon tersebut by 
sistem berdasarkan taksiran dan golongan, yang artinya diskon tersebut tidak 
dapat ditaksir karena diskon tersebut langsung dari kantor pusat dan dapat 
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
Pegadaian Syariah, yang telah ditentukan dan diatur oleh SBU Syariah pada 
Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero). Dan seluruh aturan yang diatur oleh 
SBU Syariah selalu diawasi dan di kaji oleh DSN MUI.
38
 
B. Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Terhadap Barang 
Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam 
   
  Praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai di 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ini telah sesuai 
dengan hukum Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah praktik gadai telah 
dilakukan dan telah diperbolehkan.  
   Praktik gadai telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, yang mana jika 
seorang ingin menggadai harus menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan. 
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Begitu pula pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, jika 
seorang rȃ hin ingin menggadaikan suatu barang, maka penaksir akan 
menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir rȃ hin akan mendapatkan 
uang pinjaman sebagaimana yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, maka dengan 
jaminan tersebut pegadaian menarik uang pemeliharaan dan penyimpanan 
barang gadai tersebut guna memelihara dan menyimpan barang milik rȃ hin 
yang telah digadaikan agar tetap baik kualitasnya.  
Berdasarkan keputusan Fatwa DSN yaitu bahwa pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. 
Berdasarkan prinsip rahn yaitu: murtahin sebagai penerima barang 
mempunyai hak untuk menahan marhun (barang jaminan) sampai semua 
hutang rȃ hin dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, 
yang pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 
kecuali atas izin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya penyimpanan dan 
pemeliharaannya. Penjualan marhun dilakukan apabila jatuh tempo dan 
nasabah belum bisa melunasinya.  
Pada prinsipnya Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini 
sudah sesuai dengan syariat Islam, hanya saja pada saat penentuan biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya yang dapat menimbulkan 
pertanyaan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung 
menentukan biaya berdasarkan jaminan, tetapi terdapat diskon bagi nasabah 
  
 
yang ditentukan oleh sistem kantor pusat Pegadaian. Jadi, hal inilah yang 
membedakan dengan Pegadaian Konvensional. 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dalam 
menentukan segala sesuatu yang terdapat dalam akadnya sesuai dengan 
Syariat Islam, Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jaminan karena dalam 
Fatwa disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan berdasarkan pinjaman, jadi pegadaian syariah menentukannya 
berdasarkan jaminan yang jika dihitung lebih besar dari apa yang dilarang 
oleh Fatwa DSN MUI, namun untuk meminimalisir hal tersebut,   
 Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ini 
memberikan diskon kepada nasabah supaya tidak memberatkan nasabah dan 
tidak menyalahi aturan Fatwa serta tidak menyamakan dengan sistem pada 
Pegadaian Konvensional. Dalam penentuan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang gadai adanya diskon yaitu diskon dalam menentukan 
biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut, yang mana 
diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang meminjam dibawah harga 
pinjaman maksimum dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa 
perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai bukan dilihat 
dari besar pinjaman ataupun jaminan nasabah, berarti penentuan biaya 
pemeliharaan dan penyimanan barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang 







  Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka hasil dari 
penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan: 
1. Praktik penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di 
Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dilakukan 
sebagaimana yang terdapat pada dasar hukum yang dapat dijadikan 
patokan oleh Pegadaian Syariah yaitu Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahnbahwa dalam Fatwa tersebut dipaparkan bahwa 
dalam menentukan biaya pemeliharaan dan  penyimpanan barang gadai 
tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam praktiknya Pegadaian 
Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 
gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa 
yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Namun, demi meminimalisir hal 
tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan yaitu diskon 
dalam penentuan ujroh(sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut 
guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut.Pegadaian menentukannya 
berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. 
2. Tinjauan Hukum Islam tentang penentuan besarnya biaya pemeliharaan 
 dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan
 Bandar Lampung diperbolehkan oleh Hukum Islam. Kegiatan muamalah 
  
 
 tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem akad dan prosesnya 
 dilakukan sesuai syara‟ dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Proses 
 rahn yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit, tidak dipungut bunga, 
 biaya  pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna 
 menjaga dan merawat barang gadai rȃ hin, sebagai gantinya rȃ hin dapat 
 dengan tenang menitipkan barang gadainya di Pegadaian Syariah.  
B. Saran  
1. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung diharapkan 
 mampu lebih mensosialisasikan tentang bagaimana Pegadaian menentukan 
 biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, Pegadaian Syariah 
 hendaknya menjaga kepercayaaan masyarakat muslim terutama di wilayah 
 Lampung dengan menjaga sistem yang sesuai dengan syariat Islam 
 sepertiyang sekarang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden 
 Intan Bandar Lampung. 
2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi 
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